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IKHTISAR EKSEKUTIF 

 
Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.02.02/Menkes/ 52/2015 

tanggal 6 Februari 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 

Tahun 2015-2019,  bahwa Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat yang 

berada dibawah tanggung jawab Unit Eselon I Sekretariat Jenderal dan dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya mendukung Program Dukungan Manajemen 

dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.  

 

Tugas pokok dan fungsi Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat dalam 

lingkungan Kementerian Kesehatan RI diatur dalam Permenkes No.64 Tahun 

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan pada pasal 100 

hingga pasal 114.  

 

Adapun tugas Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat adalah melaksanakan 

pengelolaan komunikasi dan pelayanan masyarakat serta dokumentasi sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan 

tugasnya, juga menyelenggarakan fungsi : 

 

a. pengelolaan opini publik, produksi komunikasi dan peliputan; 

b. pelaksanaan hubungan media dan lembaga;  

c. pelaksanaan urusan pelayanan masyarakat;  

d. Pelasanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro 

 

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian visi dan misi 

Kementerian Kesehatan melalui program dukungan manajemen dan Pelaksanaan 

Tugas Teknis Lainnya adalah Pengelolaan Komunikasi dan Pelayanan 

Masyarakat dengan indikator kinerja kegiatan serta capain indikator sebagai 

berikut : 
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PROGRAM/KEGIATAN OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR 
2017 

TARGET REALISASI 

Program Dukungan 

Manajemen dan 

Pelaksanaan Tugas 

Teknis Lainnya  

Meningkatnya 

koordinasi 

pelaksanaan tugas, 

pembinaan dan 

pemberian dukungan 

manajemen 

Kementerian 

Kesehatan   

Pengelolaan 
Komunikasi Publik dan 
Pelayanan Masyarakat 

Meningkatnya 
pengelolaan 
komunikasi dan 
pelayanan 
masyarakat 

1. Jumlah Publikasi 

Program Pembangunan 
Kesehatan yang 
disebarluaskan kepada 
masyarakat. 
 9000 8794 

2. Persentase layanan 

masyarakat (permohonan 
informasi dan pengaduan 
masyarakat) yang 
diselesaikan. 

 

          96 % 

 

       98,25 % 

 

Meningkatnya jumlah 
Kementerian Lain 
yang mendukung 
pembangunan 
kesehatan 

3. Jumlah Kementerian lain 
yang mendukung 
pembangunan kesehatan 

 

         30% 

 

       41,17 % 

 

Banyak terobosan berhasil dilakukan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan 

Masyarakat selama tahun 2017 yang merupakan suatu upaya inovasi yang 

dilaksanakan dalam rangka menunjang pencapaian kinerja diantaranya :  

Untuk mempercepat capaian indikator Renstra 2015-2019 dan untuk menerapkan 

UU No.14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta UU No. 25 

Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, telah dilakukan upaya-upaya terobosan 

tahun 2016 sebagai berikut : 

 

¶  Tahun 2017 Mediakom 

mendapatkan 3 penghargaan dari 

ajang Indonesia Inhouse Magazine 

Awards (InMa) 2017 yang 

diselenggarakan oleh Serikat 

Perusahaan Pers (SPS), antara 

lain Mediakom edisi 71 meraih 

penghargaan Gold Winner the Best  
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¶ Government Inhouse Magazine Award (InMA) 2017, Mediakom edisi 75 

meraih penghargaan Silver Winner the Best Government Inhouse 

Magazine Award (InMA) 2017 dan Mediakom edisi 68 meraih 

penghargaan Silver Winner the Best of E- Magazine 2017. 

 

¶ Disamping Penghargaan dari ajang Indonesia 

Inhouse Magazine Awards (InMa) 2017, 

Mediakom juga memperoleh 2 penghargaan 

dari ajang PR Indonesia Awards (PRIA) 2017 

yang juga diselenggarakan oleh Serikat 

Perusahaan Pers (SPS), yaitu Mediakom edisi 

69  meraih Silver Winner untuk Kategori 

Majalah Cetak dan Mediakom edisi 74 meraih  

Bronze Winner untuk Katagori e-Magazine. 

 

¶ Birokom Yanmas mengelola web sehatnegeriku.kemkes.go.id. Web ini 

memuat berita aktual mengenai program kebijakan Kemenkes baik 

berupa teks, foto maupun video. Tahun 2017, Birokom Yanmas 

memperoleh juara ke-2 lomba E-Aspirasi kategori Website Satuan Kerja 

di Lingkungan Kemenkes. Lomba ini diadakan Pusat Data dan Informasi, 

penilaian diikuti oleh 7 Unit kerja Eselon 1 dan 18 Unit Kerja Eselon II di 

lingkungan Kemenkes. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) disusun pada setiap 

akhir tahun untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik (Good 

Governance) dan sekaligus dibangun sebagai Pemerintah yang berorientasi 

pada output/outcome (result oriented government). SAKIP merupakan sebuah 

sistem dengan pendekatan manajemen berbasis kinerja (Performance-base 

Management) untuk penyediaan informasi kinerja guna pengelolaan kinerja.  

 

Terselenggaranya Good Governance merupakan prasyarat bagi setiap 

Pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan 

serta cita-cita bangsa dan negara. Untuk itu diperlukan pengembangan dan 

penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan 

legitimasi sehingga penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat 

berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung 

jawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). 

Berdasarkan hal tersebut telah dikembangkan media pertanggungjawaban 

dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 

melalui Keputusan Kepala LAN Nomor 589/IX/6/99 tentang Pedoman 

Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sesuai 

dengan dinamika perkembangan yang terjadi, Keputusan tersebut mengalami 

penyempurnaan dengan dikeluarkannya Keputusan Kepala LAN Nomor 

239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan pelaksanaan 

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan peraturan/ketentuan lainnya. 

Adapun Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang LAKIP tersebut 

menyatakan bahwa seluruh Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah 
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yang didanai oleh APBN/APBD wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai bentuk pertanggungjawaban 

penyelenggaraan kegiatan/kebijakan pembangunan di masing-masing instansi.  

 

Khusus di Kementerian Kesehatan, penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja 

(LAK) diatur dengan Permenkes Nomor 988/Menkes/Per/XI/2006 tentang 

petunjuk pelaksanaan penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja di 

lingkungan Kementerian Kesehatan dan untuk menilai kualitas LAK oleh 

aparatur pengawas juga telah ditetapkan Permenkes Nomor 

950/MENKES/PER/VII/2010 tentang Pedoman teknis evaluasi akuntabilitas 

kinerja di Kementerian Kesehatan. 

 

Kementerian Kesehatan sebagaimana tercantum pada Peraturan Presiden 

Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian 

Negara mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan di bidang 

kesehatan. Untuk menjalankan tugas tersebut telah dirancang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan (RPJP-K) tahun 2005-2015 

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) tahun 2015-2019 

serta dijabarkan lagi pada lingkup Kementerian dalam bentuk Renstra 

Kemenkes tahun 2015-2019. 

 

Pada Renstra tahun 2015-2019 telah ditetapkan visi, misi, tujuan dan strategi 

baru yang didasarkan pada perubahan struktur organisasi, fokus pada sasaran 

prioritas nasional, Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan dan 

Tujuan Pembangunan Milenium (MDGôs). 

Salah satu program generik yang mewadahi kegiatan di lingkup Sekretariat 

Jenderal adalah Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas 

Teknis Lainnya. Sasaran program ini adalah meningkatnya koordinasi 

pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan manajemen 

Kemenkes. Kegiatan Pengelolaan Komunikasi dan Publikasi berada dibawah 

program tersebut dan mempunyai luaran meningkatnya penyelenggaraan  
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komunikasi dan publikasi kesehatan. Untuk memastikan keluaran tersebut 

dapat dihasilkan, maka telah ditetapkan 3 (tiga) indikator yaitu : 1) Jumlah 

Publikasi Program Pembangunan Kesehatan yang disebarluaskan kepada 

masyarakat, 2) Persentase layanan masyarakat (permohonan informasi dan 

pengaduan masyarakat) yang diselesaikan, 3) Jumlah Kementerian Lain yang 

mendukung pembangunan kesehatan. 

 

B. MAKSUD DAN TUJUAN 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat 

tahun 2017 merupakan bentuk pertanggungjawaban secara tertulis yang 

memuat tentang keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan kegiatan 

Tahun Anggaran 2017 yang harus dipertanggungjawabkan oleh Kepala Biro 

Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat kepada Sekretaris Jenderal 

Kementerian Kesehatan RI. 

 

C. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI 

Tugas pokok dan fungsi Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat dalam 

lingkungan Kementerian Kesehatan RI diatur dalam Permenkes No.64 Tahun 

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan pada pasal 

100 hingga pasal 114. Disampaikan bahwa Biro Komunikasi dan Pelayanan 

Masyarakat berkedudukan langsung dibawah Menteri Kesehatan yang dalam 

pelaksanaan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal. 

 

Adapun tugas Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat adalah 

melaksanakan pengelolaan komunikasi dan pelayanan masyarakat serta 

dokumentasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Dalam melaksanakan tugasnya, juga menyelenggarakan fungsi : 

e. pengelolaan opini publik, produksi komunikasi dan peliputan; 

f. pelaksanaan hubungan media dan lembaga;  

g. pelaksanaan urusan pelayanan masyarakat;  

h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro. 
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Struktur organisasi Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat terdiri dari : 

1. Bagian Opini Publik, Produksi Komunikasi dan Peliputan yang terdiri dari:  

a. Sub Bagian Opini Publik 

b. Sub Bagian Produksi Komunikasi 

c. Sub Bagian Peliputan dan Dokumentasi 

2. Bagian Hubungan Media dan Lembaga, terdiri dari:  

a. Sub Bagian Hubungan Media Massa dan Media Sosial 

b. Sub Bagian Komunikasi Antar Lembaga 

c. Sub Bagian Tata Usaha 

3. Bagian Pelayanan Masyarakat, terdiri dari: 

a. Sub Bagian Pelayanan Informasi. 

b. Sub Bagian Pengaduan Masyarakat 

c. Sub Bagian Penerbitan dan Perpustakaan 

 

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Satuan Kerja Biro Komunikasi dan Pelayanan 

Masyarakat 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kepala Sub Bagian Liputan Dan 

Dokumentasi 
Resty Kiantini, SKM, M.Kes 

  

Kepala Biro Komunikasi dan Anggaran 
drg. Oscar Primadi, MPH 

  

Kepala Bagian Opini Publik, Produksi, 

Komunikasi, dan Peliputan 
Busroni, S.IP 

 

Kepala Bagian Hubungan Media dan 

Lembaga 
Indra Rizon, SKM, M.Kes 

  

Kepala Sub Bagian Hubungan Media 

Massa dan Media Sosial 
Giri Inayah, S.Sos, MKM 

  

Kepala Sub Bagian Komunikasi 

Antar Lembaga 
   Rina Wahyu Wijayani, SE, MKM  

Kepala Bagian Pelayanan Masyarakat 
Drg. Widyawati, MKM 

  

Kepala Sub Bagian Pelayanan 

Informasi 
Okto Rusdianto, ST 

 

Kepala Sub Bagian Pengaduan 

Masyarakat 
Prawito, SKM, MM 

 

Kepala Sub Bagian Penerbitan dan 

Perpustakaan 
Santy Komalasari, S.Kom, MKM 

  

Kepala Sub Bagian Opini Publik 
Anjari, S.Kom, SH, MARS 

  

Kepala Sub Bagian Produksi 

Komunikasi 
Mety Setyowati, SKM 

  

Kepala Sub Bagian Tata Usaha 
Sumardiono, SE 

  

Kelompok 

Jabatan 

Fungsional 
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Dalam perkembangannya selama keberadaan Biro Komunikasi dan 

Pelayanan Masyarakat (Rokom Yanmas) telah teridentifikasi beberapa isu 

strategis yang dihadapi, antara lain : 

1. Komunikasi memiliki peran penting dalam mewujudkan kondisi kesehatan 

sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

(RPJMN), antara lain untuk meningkatkan pemahaman, dukungan, dan 

partisipasi stakeholder (pemangku kepentingan) Kemenkes terhadap 

kebijakan dan program pembangunan kesehatan.   

2. Terdapat peningkatan kebutuhan dari pemangku kepentingan internal 

Kemenkes terhadap peranan strategis Rokom Yanmas, baik dalam 

meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan kesehatan, maupun dalam menjaga citra positif Kemenkes. 

Keberadaan Rokom Yanmas dirasa penting dalam memberikan arahan 

dan melakukan kegiatan fasilitasi bagi unit-unit utama dalam menyiapkan 

dan mengolah bahan informasi yang ingin diinformasikan dan 

dipublikasikan Kemenkes kepada para pemangku kepentingan baik di 

internal maupun di eksternal. 

3. Terdapat peningkatan tuntutan dari pemangku kepentingan eksternal dan 

masyarakat luas terhadap peran Rokom Yanmas dalam menyediakan  

informasi kesehatan yang dapat diakses oleh publik, 

mengkampanyekan/mensosialisasikan program-program yang dijalankan 

oleh Kemenkes, maupun menampung aspirasi publik.  Masyarakat 

semakin menyadari hak mereka untuk memperoleh informasi mengenai 

kebijakan dan program-program Pemerintah dalam bidang kesehatan dan 

memberi masukan terhadap Pemerintah.   

4. Terdapat peningkatan tuntutan dari pemangku kepentingan eksternal dan 

masyarakat luas terhadap keseragaman, kekinian, keakuratan, dan 

kelengkapan informasi publik yang dikeluarkan oleh Kemenkes.  

Keseragaman, kekinian, keakuratan dan kelengkapan data dan informasi 

menjadi hal yang perlu ditingkatkan karena empat poin tersebut akan 

bermuara pada kredibilitas dan kualitas informasi yang disampaikan 

Rokom Yanmas Kemenkes kepada para pemangku kepentingan 

Kemenkes. Dengan demikian tingkat kepercayaan pemangku  
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kepentingan Kemenkes dapat meningkat sehingga Kemenkes dapat 

memperoleh citra yang baik. 

5. Perlunya penguatan kapasitas Rokom Yanmas Kemenkes, baik dari sisi 

sistem maupun sumber daya (software dan hardware), untuk 

mengoptimalisasi penyelenggaraan fungsi komunikasi publik Kemenkes, 

baik untuk aspek strategis maupun aspek taktis. 

 

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Kementerian Kesehatan di tahun 2017 dan 

memperhatikan pencapaian Prioritas Nasional Bidang Kesehatan serta 

Rencana Aksi Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, maka dalam 

periode 2017 akan dilaksanakan strategi yang dijabarkan dalam bentuk 

kegiatan Pengelolaan Komunikasi Publik tahun 2017 sebagai berikut : 

1. Meningkatkan peran dan fungsi strategis Biro Komunikasi dan Pelayanan 

Masyarakat Kemenkes. 

Rokom Yanmas Kemenkes harus berperan aktif dalam memberikan 

masukan dan solusi strategis bagi seluruh kebutuhan dan permasalahan 

komunikasi yang dimiliki dan dihadapi oleh Kemenkes, khususnya yang 

terkait dengan media massa, publik, dan pemangku kepentingan. 

2. Mengimplementasikan kegiatan komunikasi dan hubungan timbal balik 

yang pro-aktif dan terpadu dengan para pemangku kepentingan. Rokom 

Yanmas Kemenkes harus menjalankan kegiatan komunikasi publik dan 

hubungan timbal balik yang didasarkan kepada perencanaan jangka 

panjang, pengetahuan dan pengenalan terhadap kepentingan atau isu 

yang dibawa oleh pihak-pihak sasaran, dan berjalan selaras menuju 

pencapaian visi Kemenkes. 

3. Meningkatkan akses publik terhadap informasi mengenai lembaga dan 

pembangunan kesehatan. Rokom Yanmas Kemenkes harus menjadi 

pintu gerbang komunikasi antara Kemenkes dengan publik melalui 

penyediaan dan pengelolaan akses bagi publik dan pemangku 

kepentingan terhadap kebutuhan informasi dan penyaluran aspirasi. 

4. Menggalang kemitraan dengan pemangku kepentingan kunci dalam 

diseminasi dan sosialisasi kebijakan dan program pembangunan 
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kesehatan. Rokom Yanmas Kemenkes harus dapat mengidentifikasi para 

pemangku kepentingan yang berpotensi menjadi mitra dan membangun 

kerjasama dalam mengimplementasikan kebijakan dan program 

komunikasi publik Kemenkes, untuk mencapai pihak atau audiens 

sasaran yang lebih luas. 

5. Mengembangkan dan memperkuat sistem monitoring dan analisa 

terhadap opini dan isu yang berkembang. Rokom Yanmas Kemenkes 

harus memiliki sumber daya perangkat keras dan perangkat lunak untuk 

melakukan monitoring dan analisa regular terhadap opini dan isu yang 

berkembang, dan mampu menggunakan hasil tersebut bagi pengambilan 

kebijakan atau keputusan, khususnya yang terkait masalah komunikasi 

Kemenkes. 

 

Dengan lima strategi dalam upaya mencapai Visi dan Misi Kementerian 

Kesehatan dan Program lingkup Sekretariat Jenderal, berikut ini adalah 

sasaran yang akan dicapai pada periode 2017: 

1. Terkomunikasikan dan tersosialisasikannya kebijakan, program, 

pencapaian, dan pandangan Kemenkes kepada pemangku kepentingan. 

Tercapainya sasaran ini akan menciptakan pemahaman dan persepsi 

yang positif dari pemangku kepentingan terhadap Kemenkes. 

2. Terwujudnya peran pemberian masukan strategis (strategic advisory) 

Rokom Yanmas Kemenkes bagi para penentu kebijakan Kemenkes. 

Sasaran ini sejalan dengan kedudukan, tugas dan fungsi Rokom Yanmas 

Kemenkes yang berada langsung di bawah Menteri Kesehatan dan 

dalam tugas sehari-hari bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal 

Kemenkes. 

3. Terciptanya hubungan yang terbuka, interaktif, dan saling menghormati 

dengan para pemangku kepentingan. Tercapainya sasaran ini akan 

mendukung penyampaian informasi mengenai kebijakan dan program 

pembangunan kesehatan dan penanganan isu secara objektif, cepat, dan 

tepat. 

4. Tersedianya sarana dan materi informasi yang dapat diakses dengan 

mudah oleh publik, serta sistem dan sarana untuk menerima dan 
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menyalurkan masukan dari dan kepada publik.  Tercapainya sasaran ini 

akan menciptakan interaksi Kemenkes dengan publik sehingga dapat 

mendukung pencitraan positif Kemenkes sebagai lembaga yang terbuka 

dan berpihak kepada rakyat. 

5. Tersedianya sistem monitoring dan analisa terhadap pemangku 

kepentingan, pendapat dan pandangan publik, dan isu yang terkait 

dengan lembaga, serta rekomendasi strategis untuk menyikapi isu-isu 

yang berkembang. Tercapainya sasaran ini akan mendukung 

pengembangan strategi dan program komunikasi publik yang antisipatif 

dan responsif. 

6. Tersedianya evaluasi dan masukan bagi pengembangan kebijakan dan 

program komunikasi publik. Dengan tersedianya evaluasi maka kegiatan-

kegiatan yang dilakukan Rokom Yanmas Kemenkes dapat diukur, 

transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan. 

 

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN 

Pada dasarnya laporan akuntabilitas kinerja Biro Komunikasi dan Pelayanan 

Masyarakat tahun 2017 ini menjelaskan pencapaian kinerja Biro Komunikasi 

dan Pelayanan Masyarakat selama tahun 2017. Capaian kinerja tersebut 

dibandingkan juga dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya sebagai tolok ukur 

keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap 

rencana kinerja memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja bagi 

perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Dengan kerangka pikir seperti itu, 

sistematika penyajian laporan akuntabilitas kinerja Biro Komunikasi dan 

Pelayanan Masyarakat adalah sebagai berikut: 

 

¶ Bab I (Pendahuluan) : menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud 

dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi Biro Komunikasi dan 

Pelayanan Masyarakat, serta sistematika penyajian laporan. 

¶ Bab II (Perencanaan dan perjanjian kinerja dalam kerangka sistem 

akuntabilitas kinerja) : menjelaskan sistem akuntabilitas, perjanjian kinerja, 

strategi dan rencana aksi Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat  
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¶ Bab III (Akuntabilitas Kinerja) : menjelaskan tentang pengukuran kinerja, 

capaian kinerja tahun 2017, analisis akuntabilitas kinerja dan realisasi 

anggaran serta sumberdaya manusia yang digunakan dalam rangka 

pencapaian kinerja Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat selama 

tahun 2017. 

¶ Bab IV (Penutup) : berisi kesimpulan atas laporan akuntabilitas kinerja Biro 

Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat tahun 2017. 
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BAB II 

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA  

DALAM KERANGKA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA 

 

A. SISTEM AKUNTABILITAS 

Sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah (SAKIP) dibangun dalam 

rangka upaya mewujudkan good governance dan sekaligus result oriented 

government. SAKIP merupakan sebuah sistem dengan pendekatan 

manajemen berbasis kinerja untuk penyediaan informasi kinerja guna 

pengelolaan kinerja. 

Upaya penguatan sistem akuntabilitas kinerja perlu dilakukan secara 

menyeluruh pada beberapa komponen, antara lain perencanaan kinerja, 

pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan pencapaian 

sasaran kinerja organisasi.  

Dengan memperhatikan Undang-undang No. 17 tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, Peraturan Presiden 

Nomor 5 tahun 2010 tentang  Rencana Pembangunan  Jangka Menengah 

Nasional dan Renstra Kementerian Kesehatan 2015-2019 yang memuat 

kebijakan, program dan kegiatan serta ditindaklanjuti dengan Rencana Aksi 

Program Eselon 1 unit Organisasi Sekretaris Jenderal dan selanjutnya oleh 

Unit Kerja Eselon II Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat dibuat 

Rencana Aksi Kegiatan (RAK). 

 

Pola-pola peningkatan kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja terus 

dikembangkan di lingkungan Sekretariat Jenderal. Penelaahan RKAKL oleh 

Inspektorat Jenderal sebagai bagian awal memastikan penganggaran sesuai 

dengan perencanaan yang ditetapkan dengan koordinasi Biro Perencanaan 

dan Anggaran. Untuk pemantauan pelaksanaan kegiatan Kepala Biro 

Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat selalu mengadakan pertemuan rutin 

dengan pejabat struktural Eselon III dan IV serta staf setiap bulannya dalam 

agenda rakorstaf untuk mengetahui permasalahan dan memberikan arahan 

dan solusi pemecahan masalah. 
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B. PERJANJIAN KINERJA 

Sebagai penjabaran dari sasaran yang hendak dicapai dalam pembangunan 

kesehatan telah ditetapkan target-target sasaran indikator kinerja yang 

tertuang di dalam Penetapan Kinerja (TAPJA) Tahun 2017. 

 

Penetapan Kinerja berisi tekad dalam rencana kinerja tahunan yag akan 

dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/ unit kerja yang akan menerima 

tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikannya. Penetapan 

kinerja ini merupakan suatu janji kenerja yang akan diwujudkan oleh seorang 

pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya.  

 

Target capaian indikator kinerja kegiatan untuk tercapainya sasaran 

meningkatnya pengelolaan komunikasi publik dari program kegiatan 

pengelolaan komunikasi publik adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat 

Tahun 2017 

PROGRAM / KEGIATAN SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET 

Pengelolaan Komunikasi 

Publik dan Pelayanan 

Masyarakat 

Meningkatnya 

pengelolaan 

komunikasi publik 

 

1. Jumlah publikasi kesehatan yang 

disebarluaskan kepada masyarakat 

9000 

2. Persentase pelayanan permohonan 

informasi dan pengaduan yang telah 

diselesaikan 

96 % 

 Meningkatnya jumlah 

Kementerian Lain yang 

mendukung 

pembangunan 

kesehatan 

3. Jumlah Kementerian lain yang 

mendukung pembangunan 

kesehatan  

30 % 
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C. STRATEGI 

Dalam upaya pencapaian sasaran bidang komunikasi, perlu ditetapkan 

strategi pengelolaan komunikasi agar dapat lebih efektif dan efisien, dengan: 

1. Meningkatkan peran dan fungsi strategis Biro Komunikasi dan Pelayanan 

Masyarakat Kemenkes. 

2. Mengimplementasikan kegiatan komunikasi dan hubungan timbal balik 

yang pro-aktif dan terpadu dengan para pemangku kepentingan. 

3. Meningkatkan akses publik terhadap informasi pembangunan kesehatan. 

4. Menggalang kemitraan dengan pemangku kepentingan kunci dalam 

diseminasi dan sosialisasi kebijakan dan program pembangunan 

kesehatan. 

5. Mengembangkan dan memperkuat sistem monitoring dan analisa terhadap 

opini dan isu yang berkembang. 

6. Meningkatkan akses publik terhadap pelayanan permohonan informasi dan 

pengaduan. 

D. RENCANA AKSI KEGIATAN 

Rencana Aksi Kegiatan tahun 2015-2019 pada unit Biro Komunikasi dan 

Pelayanan Masyarakat Kemenkes dapat diinformasikan pada tabel berikut ini.  

 

Tabel 2.2 Renstra Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat 2015-2019 

 

PROGRAM / 

KEGIATAN 

SASARAN 

KEGIATAN 
INDIKATOR KINERJA 

TARGET 

2015 2016 2017 2018 2019 

Pengelolaan 

Komunikasi 

Publik dan 

Pelayanan 

Masyarakat 

Meningkatnya 

pengelolaan 

komunikasi 

dan pelayanan 

masyarakat 

1. Jumlah publikasi program 

pembangunan kesehatan 

yang disebarluaskan 

kepada masyarakat 

7499 8744 9000 9500 9850 

    2. Persentase Layanan 

Masyarakat (permohonan 

informasi dan pengaduan 

masyarakat) yang 

diselesaikan 

95% 95% 96% 97% 98% 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

A. PENGUKURAN KINERJA 

Pengukuran kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan 

tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target melalui 

indikator kinerja yang telah ditetapkan.  

 

Pengukuran kinerja ini diperlukan sebagai evaluasi capaian kinerja yang 

dilakukan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat dalam kurun 

waktu Januari ï Desember 2017 untuk mendapatkan gambaran keberhasian 

dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan 

diawal program.  

 

Didasarkan atas informasi kinerja atau gambaran tingkat keberhasilan 

pencapaian masing-masing indikator yang diukur, maka akan ditindaklanjuti 

sebagai bagian pembinaan dan perencanaan kedepan sehingga setiap 

program/kegiatan dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna.  

 

Satker Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat melakukan pengukuran 

kinerja secara periodik dan dibahas diantara pejabat struktural III dan IV serta 

dalam rutin rakorstaf. 

 

Sasaran merupakan hasil yang dicapai secara nyata oleh Biro Komunikasi 

dan Pelayanan Masyarakat dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam 

kurun waktu 1 (satu) tahun. Sasaran Kinerja Biro Komunikasi dan Pelayanan 

Masyarakat yaitu: 

 

 

 

 

 

MENINGKATNYA PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK  
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Sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Biro Komunikasi dan Pelayanan 

Masyarakat tahun 2017, terdapat 3 (tiga) indikator kinerja kegiatan yaitu : 

1. Jumlah Publikasi Program Pembangunan Kesehatan yang 

disebarluaskan kepada masyarakat. 

2. Persentase layanan masyarakat (permohonan informasi dan 

pengaduan masyarakat) yang diselesaikan. 

3. Jumlah Kementerian Lain yang mendukung pembangunan kesehatan. 

 

Besaran  target dan realisasi masing-masing indikator sebagaimana tertera 

pada tabel berikut ini: 

 

Tabel 3.1. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan 

 

Program/ 

Kegiatan 
Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi 

Pengelolaan 

Komunikasi 

Publik dan 

Pelayanan 

Masyarakat 

Meningkatnya 

pengelolaan 

komunikasi 

dan pelayanan 

masyarakat 

1. Jumlah Publikasi Program 

Pembangunan Kesehatan 

yang disebarluaskan kepada 

masyarakat. 

9000 8794 

2. Persentase layanan 

masyarakat (permohonan 

informasi dan pengaduan 

masyarakat) yang 

diselesaikan. 

96 % 98,25 % 

 Meningkatnya 

jumlah 

Kementerian 

Lain yang 

mendukung 

pembangunan 

kesehatan 

3. Jumlah Kementerian lain 

yang mendukung 

pembangunan kesehatan 

30% 41,17 % 

 

       Untuk target Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat tahun 2017 yang 

tercantum di tabel atas merupakan target sebelum adanya revisi renstra. Dan 

untuk indikator III merupakan indikator yang di terima oleh Biro Komunikasi dan 

Pelayanan Masyarakat di bulan Juni 2017 dari Biro Perencanaan dan Anggaran. 
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B. SUMBER DAYA 

Untuk mencapai kinerja, Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat 

didukung oleh beberapa sumber daya antara lain Sumber Daya Manusia 

(SDM) dan Sumber Daya Anggaran (SDA).  

 

1. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)  

Keadaan Pegawai Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Sekretariat 

Jenderal sampai dengan 31 Desember 2017 berjumlah 61 Orang, dengan 

rincian sebagai berikut : 

a. Menurut Jabatan: 

¶ Jabatan Struktural =  13 orang 

¶ Jabatan Fungsional Tertentu: 

Pranata Humas =  13 orang 

Pustakawan  =    6 orang 

¶ Jabatan Pelaksana =  29 orang 

b.  Menurut Golongan: 

¶ Golongan II =    9  orang 

¶ Golongan III =  43  orang 

¶ Golongan IV =    9  orang 

c.  Menurut Pendidikan: 

¶ SLTP & SLTA =    8 orang 

¶ D3   =    9 orang 

¶ S1   =  35 orang 

¶ S2   =    9 orang 
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Komposisi SDM berdasarkan jenis kelamin sesuai dengan grafik berikut : 

Grafik Komposisi SDM  

 

 
 

 

 

2. SUMBER DAYA ANGGARAN  

Dalam mencapai kinerjanya, Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat 

didukung oleh Sumber Daya Anggaran yang berasal dari APBN. Sesuai 

DIPA Tahun 2017 Nomor : SP DIPA-024.01.1.477136/2016, dengan 

alokasi sebagai berikut: 

Tabel 3.2  Alokasi dan Realisasi Anggaran tahun 2017 

Pagu Awal 

(Rp.) 

Pagu Revisi 

(Rp.) 

Self Blocking 

(Rp.) 

Realisasi 

Anggaran (Rp.) % 

61.263.279.000 42.494.256.000            0 39.848.836.385 93.77  

 

Sejalan dengan tugas dan fungsi Biro Komunikasi dan Pelayanan 

Masyarakat, proporsi anggaran terbesar dialokasikan tiap tahunnya untuk 

alokasi sasaran indikator publikasi kesehatan yang disebarluaskan kepada 

masyarakat yaitu sekitar 50% dari alokasi anggaran. 

 

33

28

TAHUN 2017

PEREMPUAN LAKI-LAKI
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C. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2017 

Dilihat dari capaian masing-masing indikator, untuk tahun 2017, Biro 

Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat dapat melaksanakan sasaran 

kinerja dengan baik.  

Capaian indikator kinerja Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat  

adalah sebagai berikut: 

1. Indikator Pertama 

 

 

 

 

Program / Kegiatan Sasaran  Kegiatan Indikator Kinerja  Target  Realisasi  

Pengelolaan 

Komunikasi Publik 

dan Pelayanan 

Masyarakat 

Meningkatnya 

pengelolaan 

komunikasi dan 

pelayanan 

masyarakat 

Jumlah Publikasi Program 

Pembangunan Kesehatan 

yang disebarluaskan kepada 

masyarakat. 

9000 8794 

 
a) Diseminasi Publikasi Kebijakan Program Pembangunan Kesehatan 

Melalui Media Elektronik 
 
Diseminasi dan publikasi kebijakan program pembangunan kesehatan 

dilakukan melalui beberapa kanal, diantaranya adalah melalui media cetak, 

radio  dan televisi.  

Bentuk acara melalui media televisi berupa talkshow di Metro TV, MNC TV 

dan talkshow bersama wakil rakyat/DPR dan narasumber Dinkes Kab/Kota 

di Stasiun TV Daerah sedangkan talkshow di radio: elshinta, RDI dan RRI. 

Untuk media cetak bentuknya berupa berita tulisan, foto dan gambar. 

Topik-topik yang diangkat dalam mempublikasi melalui media cetak dan 

telivisi selama tahun 2017 meliputi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat  

(Germas, Pendekatan Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS 

PK), Pekan Imunisasi, Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat Pertama 

(Puskesmas), Gema Cermat, Nusantara Sehat, Wajib Kerja Dokter Spesialis 

(WKDS) dan banyak lagi kegiatan yang berhubungan dengan Hari-hari besar 

kesehatan seperti HKN, Hari Aids Sedunia dll. Dibawah ini beberapa bukti 

untuk publikasi melalui Televisi dan media cetak: 

Jumlah Publikasi Program Pembangunan Kesehatan Yang 
disebarluaskan kepada masyarakat 
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1. Talkshow TV di Metro TV 

 
 

2. Talkshow di Radio 
 

 
 
 
 

 



 

Akuntabilitas Kinerja 
Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kementerian Kesehatan  24 
 

 
3. Talkshow di MNC 

 

 
 
 

4. Talkshow TV Lokal 
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5. Advertorial Cetak 

 

 
 
 

6. Running Text 
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b) Situs Sehat negeriku dan Situs Resmi Kementerian Kesehatan 

 

Publikasi informasi kepada masyarakat telah dikembangkan melalui situs 

resmi Kemenkes www.kemkes.go.id & www.sehatnegeriku.com.  

Publikasi ini menyebarluaskan informasi terkini dalam bentuk teks atau rilis, 

foto yang diunggah ke Flickr (www.flickr.com/sehatnegeriku) dan video 

yang diunggah ke Youtube :  

(http://www.youtube.com/user/sehatnegeriku). 

  

 

 

 

 

 

 

Untuk tahun 2017, telah diunggah 370 rilis, 2534 foto tayang dan 238 video 

mengenai program pembangunan Kesehatan. 

http://www.kemkes.go.id/
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c) Kompetisi Foto  

Foto merupakan salah satu bahan publikasi dan penyebarluasan informasi 

atas program dan kegiatan yang dilakukan Kementerian Kesehatan kepada 

masyarakat dan dapat disampaikan dalam bentuk kompetisi foto, 

sehubungan dengan hal tersebut Biro Komunikasi pada tahun 2017 telah 

mengadakan 3 kali kompetisi foto yaitu:  

1. Kompetisi Foto Kemerdekaan dengan tema ñMengisi Kemerdekaan 

dengan Membangun Kesehatanò. Peserta adalah tenaga kesehatan 

seluruh Indonesia dan peserta maksimal dapat mengirimkan 3 buah 

foto. Pengumuman kompetisi foto maupun pengumuman pemenang 

disebarluaskan melalui website sehatnegeriku maupun medsos. 

Jumlah peserta yang mengikuti kompetisi foto sebanyak 111 orang  dan 

foto yang tayang 165 foto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rilis Sehat Flickr 


